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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dan 

tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa 

Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu 

menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.1

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 (empat) 

bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan 

pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu kata pun yang 

bersifat diskriminatif terhadap wanita, maka di Negara ini sejak awal 

menyadari benar bahwa tidak ada perbedaan hak dalam memperlakukan 

warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan.2

Setiap Individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

kesejahteraan tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun ia telah 

melanggar hukum. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang 
                                                
1 Penjelasan tentang Pembukaan UUD 1945, dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 1.
2 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP 3 ES, Jakarta, 1983, hlm. 63.

A. Latar Belakangngng MMMasalah

Neeeggagara Republik Indodooneneesisisia a a bebebertrtrtujujujuauau n n n mmembentuk mamaasysys arakat yang adil 

daaann n makmur bbbererrdadadassas rkan PPanca isilla. HaHaHal l l inininiii jugag  dijellasasaskan dalam

pembmbbukukukaaaaaan n n UnU dadangngng-UUUndang Dasar 1945, aliineneeaa a kek emmmpapap t t t adadadalala ah mmelelelini dungi

sesesegegegenananapp babaannngsa Indonesia dan seluruh tumpah darah IIIndndndononesesiaiaia. MaMaMaksk ududd dan 

ttutujjjuanann ttersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputititi sseggenenenapapap bbanangsgssa a

InI dododonesia seluruhnya. Negara, menurut pengertian Pememmbuuukakakaananan ituu 

mmmenghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruuuhnyyaa.11

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kkeke 4 ((ememmpatt)t) 

bababahwa semua wawawargrgrgaaa nenenegagg ra sama kekekedudududududukakakannnnn yay  dalam hhhukukukum dddananan 

pemerintahan dan bahwa setttiaiaiap pp wwwarganegara berhak atas pekerjaann n dadadann n

pepepenghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu kaatatata pppununun yyyaaang 

beb rsififif tatat dddiisiskkrkrimimiminininatatatififif terhahahadadadap p p wawawanininitatata,, mamakakaka dddiii NNeNegagarara iii ini ssejejejakakak awal

mememenynyy dadararii i bebebenar bahwa tidadadak ada ppperbedaan hak kk dadadalalalam memememmpmperlakukan 

warga Negara-nya antara lakkki-laki dann ppperempuan.2

Setiap Individu mempmppunu yai hhhak yang sama untuk mendapatkan 

kesejahteraan tak terkecuali bbbagagi nnnarapidana sekalipun meskipun ia telah 

melanggar hukum Situasi tidak tett rduga berada pada tempat dan waktu yang
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salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan 

menjadi narapidana, yang ironis disini bahwa narapidana tersebut adalah 

seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil 

sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani 

dalam penjara. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, 

hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui 

dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun 

sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. 

Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang 

kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai 

dengan hak asasi manusia.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan 

adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.3

Narapidana adalah Orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana 

dalam lembaga pemasyarakatan.4 Narapidana yang sedang menjalani masa 

hukuman atau pidana, namun Narapidana tetap memiliki hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir 

ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara; Sekumpulan 

hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap 

                                                
3 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. , Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Cet 3, Edisi 5, 2007, hlm. 
43.
4 Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality 
Publisher, Surabaya, Cet 1, 2009, hlm. 447.

seorang wanita yang saatatat dddijijijattuhi pututusasasann n oleh hakim, dalam keadaan hamil

sehingga masaaa---mmamasa kehamilan bahkan bisa saja a sasasampmm ai melahirkan dijalani 

dalam pepepennjara. Sebagai mmanananusususiaiaa ccipipiptatataananan TTTuhuhu ana , walaupunun mmmenjadi terpidana, 

haaakkk-hah k yay ng mmmeelelekekekatatat pada didiriinya tet tat p hahaharuruuss s dididihahahargai. Hak ititu u u hah rus diakui 

dan dididilililindndndununungig ooleleehhh hhhukum, baik yang berasalalal dddara i huuukukukum m m nnanasionalal mmmaupun

sisisistststememem ppememmasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas bebeberdrdasasararrkakakan n n PaPP nccasaasila. -

HaHaHak-hahahak narapidana sebagai warga Negara Indonesisiia a a yayayangngng hhili ananng g

kekemmmerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilllaaka ukkkananan ssseese uai i

dedeengan hak asasi manusia.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kkekepentnttininingann n 

adadadalah tuntutan pepeperorororararangngngananan atau kelompmppokokok yyyanananggg dididihah rapkan untukukuk dddipenuhihihi.333

Narapidana adalah Orang yanggg tttennngggah menjalani masa hukuman atau pipipidadadannna 

dadadalam lembaga pemasyarakatan.4 Narapidana yang sedang mennnjajajallalaninini mmmaaasa 

huhukukk mamann tatatauau pppidididananana,a, nammununun NNNarararapapapidididanana teetatapp p memememimimilililikikiki hhh kakak asasisii mmmanananusia.

HaHaHak k aasasisi mmmanananusia adalah haak k k yang ttelelelah dimiliki oleheheh mmmananusiaia sssejejejaak dia lahir 

ke dunia, bukan karena dibeeerikan oleh h h masyarakat atau negara; Sekumpulan 

hak yang melekat pada hakikkakatnya ddanann keberadaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan meeerur paaakkkan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi olo eh negara hukum pemerintah dan setiap
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orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.5

Hak narapidana pada umumnya adalah narapidana berhak untuk tidak 

diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak 

atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia 

yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan 

seperti telah diatur dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya hak narapidana wanita dan hak narapidana pria adalah 

sama, namun narapidana wanita memiliki hak untuk mendapat perlakuan 

khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena wanita mempunyai kodrat 

yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan,

dan menyusui. Dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat 

perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas 

Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemasyarakatan 

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 6 Sistem pemasyarakatan 

dilaksanakan dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan 

                                                
5 Ibid, hlm. 231.
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diakses dari 
http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf, hlm. 2, 4 Maret 2014, pukul 23.08 
WIB

diperlakukan sebagai orararangngng sakkit yanng g g didid asingkan, narapidana juga berhak 

atas pendidikaaann n ssebagai bekal hidup mereka setettelelelaha  keluar dari Lembaga 

Pemasyyyaararakakatan nantinya, sssebebbalallikiki nynynyaa a nananararaapipip dad na memilikikkiii hah k asasi manusia

yayayanngng harus dipippeerertatatahahahankn an s lelama iia tini ggggggalalal dddii i LLLembaga PeP mmmasyarakatan 

sepeertrtrtiii tetetelalalah h h diatururur ddd lalam Undang-Undang.

PaPaPadada dddasarnya hak narapidana wanita dan hak nananararapipiidadadananana pppririr a adaddala ah 

sasaammama, , namun narapidana wanita memiliki hak untuk mendndn apapatatat pppererlalakukuananan 

khkhuuusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena wanita memmmppup nynyyaiaiai kkkoodo rat t

yayaang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melelahahhirkaaannn,

dddan menyusui. Dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perluuu meendndndapaatat 

pepeperhatian yanggg kkkhuhuhususususss bababaikii  menurut UUndndndanananggg--UnUnUndadad ng maupun olololeeheh petugugugasasas 

Lembaga Pemasyarakatan di seeelululuruuuh hh wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19959595 tttenenntatatang 

PePemaasysyarar kakak tatatananan PPPasasasalal 1 aangngngkakaka 111 yyyananangg didimamaaksksksududud dddenengagan PPePemasysysyarararakakakatan 

adadadalalalahah kkegegegiaiaiatatatan untuk melakukukukan pepeemmmbinaan warga bibibinananaan pppemememaaasyarakatan

berdasarkan sistem kelembaaagaan yanngg g merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam tata pepp radilaan n pidana. 6 Sistem pemasyarakatan 

dilaksanakan dengan ditopang oleh h h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan Undangg-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan
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usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang 

merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

dan makanan yang layak.7 Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau 

makanan sehat adalah makanan yang higienis, bergizi dan berkecukupan. 

Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit 

atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Makanan bergizi 

adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, 

mineral, dan vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan.

Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi 

persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, 

suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap 

narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan 

jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya dirinci lagi 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 

ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan 

dinyatakan bahwa :8

                                                
7 Ibid, hlm. 4.
8 Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pasal 14 ayat (1) huruf f f dd d UUnUndad ng-UnUnU dadadangngng Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatananan bbbahwa narapidana berhak mendaapapapatktt an pelayanan kesehatan 

dan maaakakakanan n yang layakk.777 MaMaMakakakanananann n yayay ngngng mmemenuhi sysyarararat kesehatan atau 

mamamakkanan sehaat t adadadalala ahahah makkanan yang hihihigigigienenenisisis,,, bebeb rgizi dan bebeberkr ecukupan. 

Makakaanananan n n hihihiggienisis aaadadadalah makanan yang tidakakak mmmene gandndndununung g g kukk man n pepepenyakit 

atatatauauau zzzaat yyyaanang dapat membahayakan kesehatan manuuusisis aa. MaMaMakakakanananan nn bebeergrgrgizi 

adadadalahahh makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lelemamamak,k,k, pproroteteininn, 

miminnneral, dan vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengagagan kekekebububutututuhan..

MMMakanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat t t mememem nuuuhihih  

kkkebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memememenuhhihi 

pepepersyaratan pokokokokkk tetetersrsrseeebububut,t,t, perlu diperhahahatititikakakannn jujujugagaga cara memasaaakkk makananan n,n,n, 

suhu makanan pada saat disajjikikikanana ,,, ddadan bahan makanan yang mudah dicccereernanana.

PaPaPasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tenenntatatangngng SSyayayarat 

dadan TTaTattata CCCarara a PePePelalalaksksksana aan n HaHaHak kk WaWaWargrgrgaaa BBiBinanaanan PPPemememasasa yayararakkakattatan bbahahhwawawa sssetiap 

nananarararapippidadananana bbberhak mendapppatata kan mamamakanan dan mimiminununumam n sesesesususuai dengan 

jumlah kalori yang memennnuhi syaratatt kesehatan. Selanjutnya dirinci lagi 

dalam Peraturan Pemerintahhh NNomorr 3332 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga BBBinaaaaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20

ayat (1) bagian ke empat menngenai pelayanan kesehatan dan makanan
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Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan 
disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan 
sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan 
lainnya.

Pasal 20 ayat (1)
(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau 
menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan 
petunjuk dokter.

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan makanan 

tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori 

yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) 

kalori seorang sehari, bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah 

antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang 

sehari.9

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

tersebut ditentukan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke 

dalam Lembaga Pemasyarakatan atau pun yang lahir di Lembaga 

Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling 

lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari pemberian makanan 

tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu 

bahwa pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga 

terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak. 10 Dalam Pasal 45 

                                                                                                                                     
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Diakses dari 
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl30361/node/13297, 5 Maret 2014, pukul 20.52 WIB.
9 Ibid, hlm. 24.
10 Yeni Handayani, Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 
2012, hlm. 9.

g g y ggg g g
lainnya.

Pasal 20 aaayyayat t (1)
(1) Naaarrarapidana dan AAAnak Didik Pemasyarakatann yyyang sakit, hamil atau
meeennynyusui berhak mememendndndapapapatattkakakan nn mamamakakanan tambahahhananan sesuai dengan 
ppepetunjuk dddokokokteteter.r.r.

Dalaaam m m pep njjelelasasaan pppasasasalalal tttererersesesebubuuttt bababahwhwhwa a yay ngg dimakakaksusuud d dengganann makanan 

tat mbmbmbahahahaanan aadadaalalalahh penambahan jumlah kalori di atttasasas rrattaaa---rarar tatata jjjumumlah h kak lori 

yayayangngng ddititteeetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambbbahaha  3000000 (((tititigagag  ratattuusu ) 

kakk loorriri seorang sehari, bagi wanita yang sedang menyusui dadad pat dididitatatammbahhh 

ananntttara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kaalalorri i seseeoororanang g g

seeehari.9

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999999 tttentaanngng 

Syarat ddanan TTTatatataa CaCaCararara PPPelelelakakaksanaannn HHHakakak WWWararargaaga BBBinininaaaana  Pemasyarakakakataaannn 

tersebut ditentukan bahwa anakk dari narapidana wanita yang dibbbawawawa kkke 

dadadalalalam m LLeLe bmbmbagaggaa a PePePemamamasysysyarararaka atan aaatatatauuu pupupunnn yayay ngngg lll hahahirir dddiii LeLeLembmbmbaga 

PePePemamamasysysyarararakakakatatatanan dddapapapat ddibibiberere i maaakakakannan tatatammbmb hhahananan aaatatas ss pepepetututunjnjnjukukuk dddokokokteteterrr, paling

lama sampai anak berumur 222 (dua) tttaaahun. Maksud dari pemberian makanan 

tambahan tersebut diungkapppkan di dalalaaam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu 

bahwa pemberian makanaann n tambmbmbahan dimaksudkan untuk menjaga 

terpeliharanya pertumbuhan dananan perkembangan anak. 10 Dalam Pasal 45 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa 

orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan 

merawat anak sejak dalam kandungan, bila orang tua dan keluarga tidak 

mampu bertanggung jawab atas anak tersebut, maka pemerintah wajib 

memenuhinya.11 Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah anak 

berhak mendapatkan makanan bergizi. Pasal 24 dalam Konvensi Hak-hak 

Anak (Convention on the Rights of the Child) pada Tahun 1990 mangakui 

bahwa anak mempunyai hak atas standar tertinggi kesehatan, dalam Pasal 24 

Konvensi Hak-hak Anak bahwa Pemerintah mempunyai kawajiban untuk 

mengatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanan bergizi dan 

Pasal 27 Konvensi ini menetapkan gizi baik sebagian dari standar hidup yang 

layak, yang merupakan hak anak.12

Pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan 

dalam pelaksanaannya juga harus sesuai berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

dan Rumah Tahanan Negara, yang mempunyai tujuan khusus yaitu 

menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, 

menyediakan makanan yang memenuhi cita rasa, menyediakan makanan 

yang memenuhi standar keamanan pangan.

                                                
11 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses dari 
http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf, hlm. 8, 8 Maret 
2014, pukul 00.11 WIB.
12 Pasal 24 dan Pasal 27 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Tahun 1990,. 
Diakses dari https://www.google.com/#q=hak+anak+dalam+kandungan, 8 Maret 2014, pukul 01.44 WIB.

merawat anak sejak dalallamamam kkandungganann,, bibb la orang tua dan keluarga tidak 

mampu bertannngggggung jawab atas anak tersebutut,, mamm ka pemerintah wajib 

memenununuhhihinya.11 Salah sasaatutut hhhakakak aaanananak kk yayay ngng harus dipipenenenuhi adalah anak 

beeerrhrhak mendapapaatktktkananan mmakanan bbergiizii. PaPaPasasasalll 242424 ddalam Konveeensnn i Hak-hak 

Anakakk (C(C(Conononvveventioonnn ooon the Rights of the Childldld))) papp da TTTahahahununun 11990 mamamangakui 

bababahwhwhwa aa annakakak mempunyai hak atas standar tertinggi keseeehahah tatan,n, dddalalalamamam Passaalal 24

KoKoKonvvenenensi Hak-hak Anak bahwa Pemerintah mempunyai kakak wawaajijijibababan n ununtutuuk kk

meennngatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanaaan bbbererergigigizizizi dann 

PaPaasal 27 Konvensi ini menetapkan gizi baik sebagian dari standarrr hiddupup yanananggg 

laaayak, yang merupakan hak anak.12

Pemberian n mamamakakakanananann n bagi Warga BBBinininaaaaaannn PePePemamm syarakatan dddaanan tahannnananan 

dalam pelaksanaannya juga hahaharuuusss sesuai berdasarkan Peraturan MMenenenteteterrri 

HuHuH kum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesssiaiaia NNNomomomor 

M.M.HHHHH--010101 P.P.PKK.K.070707.0.0.0222 TaTahuhunnn 202020090909 TTTenentatangng PPPedededomomanan PPPeenyeyeleleengngnggagagaraan 

MaMaMakakanan n BaBaBagigigi Warga Binaaaan nn Pemaasysysyarakatan di LeLeL mbmbmbagagga PePemamamasyarakatan 

dan Rumah Tahanan Neeegag ra, yanggng mempunyai tujuan khusus yaitu 

menyediakan makanan yanggg memennuuuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, 

menyediakan makanan yang mmmemmmenuhi cita rasa, menyediakan makanan 

yang memenuhi standar keamanann pangan



7

Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak 

Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan kualitas 

makanan yang layak dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan 

dalam meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara fisik dan 

perkembangan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam 

kesehariannya, narapidana menjalankan pembinaan dari pihak Lembaga 

Pemasyarakatan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan 

kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, di antaranya 

dapat menyebabkan kekurangan gizi, sehingga mudah terkena serangan 

penyakit, kurang motivasi dan apatis. Status mereka sebagai Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagian hak-haknya dirampas oleh negara, tetapi mereka 

juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu 

mempunyai hak untuk memperoleh makanan yang layak.

Seperti contoh : "Sejumlah narapidanan dan tahanan di rumah tahanan 

(Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara, mengeluh pelayanan pihak rutan itu. 

Mereka mengaku diperlakukan tidak layak, oleh pegawai rutan, terutama 

menyangkut dengan menu makanan. Setiap pagi dan malam diberikan nasi 

dan ikan asin berbau busuk, dan untuk makan siang disediakan ikan basah 

yang tidak dibersihkan. Ikan itu langsung digoreng meski belum dicuci atau 

masih mengandung kotoran dan darah".13

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal 

akan membantu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di bidang pembinaan, 

                                                
13 Htttp://www.waspada.co.id, 8 Maret 2014, pukul 00.36 WIB.

makanan yang layak dananan jjjumumlal h zat gigigizizizi yyyang dikonsumsi sangat berperan 

dalam meningngngkkkaatkan keseimbangan dan kesserererasaa ian antara fisik dan 

perkemmbababangn an mental naarararapipipidadaananaa dddii i LeLeL mbmbm aga a Pemasyyarararakaa atan. Di dalam 

keeessesehah riannya, nnnarararapappidi ana menjjallankak n pepepembmbmbinininaaaan dari pihihhakaka  Lembaga 

Pemmasasasyayayarararakakak tan,, ppepemberian makanan yanggg ttidak cccukukukuupup jummlalalah dan 

kukukualalalitititaasasnnyyya a a dapat menimbulkan berbagai gangguan kekekeseses hahatattan,n,n, dddiii aana taararaanyn a

dadadapapat t menyebabkan kekurangan gizi, sehingga mudah teteterkr enennaaa sseserarangngananan 

peennynyakit, kurang motivasi dan apatis. Status mereka sebagai WWaW rgrggaa a BiBiBinnan ann 

PePeemasyarakatan sebagian hak-haknya dirampas oleh negara, teeetapii mmerekekekaaa 

juuuga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umuuummnyaa yyyaituuu 

memmempunyai hak k k unununtututukkk mememempmpm eroleh makkkanananananan yyyanananggg lal yay k.

Seperti contoh : "Sejumlllahahah nnnarararapidanan dan tahanan di rumah tahahahanananann n

(R(R(Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara, mengeluh pelayanan pihaak k k ruruutatatan n iiitu. 

MeMerekkaka mmenengagagakukuku dddiipiperlakukukukakakan n n tititidadadak k k llalayayak,k, oooleleleh h h pepep gagawawaiii rrutan,n,n, ttterereruuutama 

mememenynyyangkgkgkututut dddengan menu mmmaka anann.. SSetiap pagi dad n nn mamam lal m dididibebeberikan nasi 

dan ikan asin berbau busukkk, dan untuukk k makan siang disediakan ikan basah

yang tidak dibersihkan. Ikannn iitu langsgssung digoreng meski belum dicuci atau 

masih mengandung kotoran dannn dararraaah".13

Terpenuhinya pelayanan maka anan sesuai standar gizi yang maksimal
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pelayanan, dan keamanan, sehingga diharapkan angka kesakitan dan 

kematian Warga Binaan Pemasyarakatan akan menurun dan derajat 

kesejahteraan meningkat. Dengan demikian maka secara yuridis formal 

hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama di 

Lembaga Pemasyarakatan sudah dijamin oleh hukum, sehingga mempunyai 

dasar hukum yang jelas. Hak-hak narapidana terpenuhi, semangat dan 

cita-cita penegakan prinsip-prinsip HAM serta pembenahan di Lembaga 

Pemasyarakatan akan tercapai sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Data sementara jumlah 

narapidana di DIY sampai pada bulan Maret 2014 di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, terdapat 256 narapidana 

pria, 45 narapidana wanita, dan terdapat 2 narapidana wanita yang sedang 

hamil.14

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

ini dengan judul "Hak Narapidana Wanita Yang Hamil serta Hak Anak 

Sejak dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga 

Pemasyarakatan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat dirumuskan 

Rumusan Masalah, bagaimanakah hak narapidana wanita yang sedang hamil 

serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam 

                                                
14 Sistem Database Pemasyarakatan, 2014. Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil. Diakses 
dari  
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/ye
ar/2014/month/3#, 9 Maret 2014, pukul 00.25 WIB.

kesejahteraan meningkaaatt.t. DDDengan deded mimimikikk an maka secara yuridis formal

hak-hak narapipipidadadana untuk mendapatkan makannananan yang layak selama di

Lembagaggaaa Pemasyarakatann ssudududahahah dddijijijaaamimim n n ololo ehe  hukum, sesehihihingga mempunyai 

daaassasar hukum yayayangngng jjjelas. HHakk-hah k k naraapippidadadananana tterpenuhi, seeemamm ngat dan 

cita--cicicitatata pppenenenegakkananan prinsip-prinsip HAM seeertrtrta a a pembmbmbenennahahahanana  di LeLeLembaga 

PePePemamamasyssyararakakakatan akan tercapai sebagaimana mestinya,a ssehehinini ggggggaa a tititidadd k k akaa an 

mememenimmbmbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Data semememenntatatararara jjumumlalaah hh

naararaapidana di DIY sampai pada bulan Maret 2014 di LeLeLembmbmbaga a

PePeemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, terdapat 25666 nararappidaaananana 

pprp ia, 45 narapidana wanita, dan terdapat 2 narapidana wanita yyyana g seseeddad nggg 

hahahamil.14

Berdasarkan uraian di atasasas, ,, mamamakkka penulis tertarik untuk menulis skskskrriripspspsi 

ininini dengan judul "Hak Narapidana Wanita Yang Hamil sertaaa HHaHak k k AnAnAnak 

SeSejaj kkk ddadallalam m m KaKaKandndunu gagagan n n AtAtAtasasas MMakakanannananan BBBerer igigi iizi ddi LeLeLembmbm aga

PePePemamam syyyararrakakakaatan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Beeelal kang MMMasalah tersebut dapat dirumuskan 

Rumusan Masalah, bagaimanaakakk h hhhak narapidana wanita yang sedang hamil

serta hak anak sejak dalam kana dungan atas makanan bergizi di dalam
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Lembaga Pemasyarakatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data 

mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak 

dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ? 

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang 

hak narapidana wanita yang mengandung dalam mendapatkan makanan 

yang bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi :

a. Bagi Petugas Lapas

Sebagai penjaga sekaligus pembina narapidana, agar menyadari dan 

memahami bahwa narapidana adalah manusia juga yang mempunyai 

hak, serta memberikan pelayanan yang baik, khususnya dalam 

memberikan pelayanan makanan bergizi yang layak untuk narapidana 

Tujuan penelitian inininii i adadallah untnttukukuk mem ngetahui dan memperoleh data 

mengenai hakk nnnara apidana wanita yang sedang hhhamamamil serta hak anak sejak 

dalam kakakandndungan atas makakkanananananan bbererergigigizizizi ddi i dadad lal m Lembagga aa PePP masyarakatan ? 

D. MaMaManfnfaat Peneliliitititianann

PePePenununulililissasan inni i i mmmempunyai manfaat baikkk sssecececara a teteeorororitititisisis mmaupuunnn secara 

ppprararaktktktisisis, sesebababagai berikut :

11.1. MMManfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkemmmbananngagagan n n ilii muu 

pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidddana).)  Hasasasiill 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbaaanngann bagggi i 

perkembangngngananan iiilmlmlmuu u huhh kum, khusuuusnsnsnyayaya bbbidididananang gg hukum pidadadannna, tentanananggg 

hak narapidana wanita yaangngng mmmeengandung dalam mendapatkan makakakanananann n

yang bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

2.2 MMaMa fnfnfaaaatt t PrPrPrakakaktititiss

SeSecacararara praktis hasil pppene elitiaannn ini diharapkpkkananan ddapppatat mmmemberikan 

masukan bagi :

a. Bagi Petugas Lapas

Sebagai penjaga sekaligigigus pppembina narapidana, agar menyadari dan

memahami bahwa narapidddana adalah manusia juga yang mempunyai
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wanita yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bagi Narapidana

Agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa Lembaga 

Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina bukan untuk menyiksa, 

sehingga narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai 

hak yang diakomodasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, termasuk hak 

narapidana wanita yang hamil atas makanan bergizi di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

c. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya makanan 

bergizi yang layak terhadap narapidana wanita yang sedang hamil 

dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum/skripsi ini dengan judul "Hak Narapidana Wanita 

yang Sedang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan Atas Makanan 

Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan" bukanlah plagiasi atau duplikasi dari 

hasil karya peneliti lain, sebab hasil dari penulisan hukum ini diperoleh 

melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Ada 3 

(tiga) skripsi tentang hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang 

layak, yaitu :

1. Roynold Aditya Prakarsa Bessie, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta 

(Tahun 2013) dengan judul "Optimalisasi Hak-hak Narapidana Untuk 

Mendapatkan Makanan Yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan (LP) 

Agar memperoleeehhh wawasan atatatauauau cara berpikir bahwa Lembaga 

Pemasysysyaararaakatan adalah wadah untuk membmbmbininina bukan untuk menyiksa, 

ssesehihingga narapidannnaa a jujuugagaga dddapapapatatat mmmenenenyayadari bahwaa mmmereka mempunyai 

hak yangngg dddiaiaiakokok modad isi olel h h LLe bmbbagagga a a PePePemamamasyarakatan, tetetermasuk hak 

nananarararapppidananaa wwwanita yang hamil atas mamamakak nan n n bebebergrgrgizizi i di LLLemee baga 

PePemmmasyarakatan.

c.c.c. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang pentingngngnya mmmakakakaana ann 

bergizi yang layak terhadap narapidana wanita yang seeedangng hammmiil 

dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. KKeKeaslian Penellitititiaiaiannn

Penelitian hukum/skripsiii iiinii dddengan judul "Hak Narapidana WaWaWanininittata 

yayayang Sedang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan Atatatass s MaMaMakakaannnan 

BeBergiiziziii dididi LLLememmbababagagaga PPemasasyayayarararakakakatatatan"n"n" bbbukukananlalalahhh plplplagagagiiaia isisi ttatauau ddupupplililikakakasisisi dari 

hahahasisisill kkaryryryaa a pppeneliti lain, sebebebab hasasililil dari penulisaannn huhuhukuk mm inininiii diperoleh

melalui suatu penelitian hukukukum yang ddid lakukan sendiri oleh penulis. Ada 3

(tiga) skripsi tentang hak nnnara apidanannaa untuk mendapatkan makanan yang 

layak, yaitu :

1 Roynold Aditya Prakarsa Beessie Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta
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Klas IIA Yogyakarta". Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah 

realisasi hak-hak narapidana dan faktor-faktor penghambat realisasi 

hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di 

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Yogyakarata, serta tujuan 

penelitian Penulis adalah untuk mengetahui dan memahami hak-hak 

narapidana dan faktor-faktor penghambat realisasi untuk mendapatkan 

makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta apakah sudah optimal. 

Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah realisasi hak-hak 

narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama menjalani 

masa pembinaan di LP Klas IIA Yogyakarta relatif baik, meskipun 

anggaran dana operasional yang sangat minim sehingga pemberian gizi 

tambahan yang belum terealisasi dengan optimal.

2. Diah Ratna Rahayu, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta (Tahun 

2013) dengan judul "Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak 

Bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Wirogunan Yogyakarta". Rumusan masalah yang diangkat adalah 

bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang 

layak bagi narapidana dan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam 

pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, serta tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan memperoleh data mengenai pelayanan kesehatan dan 

makanan yang layak dan mengenai faktor penghambat terwujudnya 

pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di 

hak-hak narapidananana uunttuk menendadadapapapatkan makanan yang layak di 

Lembaga PPePemasyarakatan (LP) Klas IIAA YYYogoo yakarata, serta tujuan 

peennenelil tian Penulis aadadadalalaah h h unununtututukk k mememenngngete ahui dan mmmemee ahami hak-hak 

narapip danana dddananan fffaka tor-ffaktktor pen hghhammmbababat t rererealala isasi untuk k mmem ndapatkan 

mamamakakakanananan yaangngng lllayak di LP Klas IIA Yogygyyakaka arta aaapapapakakakah h h sudah h opopo timal. 

HaHaH sisil l PPPenelitian tersebut atau kesimpulannya adadadalalal h rerealalalisisisasasasiii haakkk---hak 

nananarapidana untuk mendapatkan makanan yang layak seseselal mmma a a memem njnjalananni 

masa pembinaan di LP Klas IIA Yogyakarta relatif baaaik, mmmeseseskikik pun n

anggaran dana operasional yang sangat minim sehingga pemmmbeeririiana gggizizizi 

tambahan yang belum terealisasi dengan optimal.

2.2.2. Diah Ratnanaa RRRahahahayayayu,u,u, Fakultas Huuukukukummm AtAtAtmamam jajj ya Yogyakakakartrtrta (Tahhhununun 

2013) dengan judul "Pelllayayayannnaaan Kesehatan dan Makanan Yang LaLaLayayayakkk 

Bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan KKeKelalalass IIIIA 

WiWiWirorogugunanaannn YoYoYogygyakakarrtatata".".". RRRumumumusususanan mmasasasalalalahahah yyanangg dididiangkgkkatatat aaadddalah 

babagagag imimmaanana pelaksanaan nn hak pepeelalalayanan kesehah tatatann n dadan mamamakakakanan yang 

layak bagi narapidana ddan kendaalallaa -kendala apa saja yang terjadi dalam 

pemenuhan hak-hak nanaarar pidananaa di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Wirogunan Yoggygyakkaaarta, serta tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan memperoleehhh data mengenai pelayanan kesehatan dan
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Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hak atas pelayanan kesehatan 

terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan 

belum efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pelayanan kesehatan dan kendala dalam pelayanan 

kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana yaitu kurangnya 

tenaga medis (dokter umum 1 orang dan dokter gigi 1 orang), tenaga 

pramedis yang hanya berjumlah 6 orang, tenaga administrasi 1 orang, 

sehingga dalam melayani narapidana ketika mereka datang berobat 

kurang terlayani dengan baik.

3. Tirsa D.G Ticoalu, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Tahun 

2013) dengan judul "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita 

Hamil di Lembaga Pemasyarakatan". Rumusan masalah yang diangkat 

adalah bagaimana sistem perlakuan dan bentuk perlindungan terhadap 

narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan menurut 

ketentuan yang berlaku, dan hak yang dimilikinya pada saat berada 

dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut 

atau kesimpulannya adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap 

hak-hak bagi narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan 

prasarana yang  mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti 

mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama narapidana. Demikian 

halnya dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, 

terhadap narapidanaaa dddiii LLLembaga a PePePemamm syarakatan Kelas IIA Wirogunan aa

belum efffekekekttif sesuai dengan peraturan pepeperurr ndang-undangan yang 

meeenngngatur mengenai pepepelalaayayayanananan n n kekekeseses hahahatatan n dan kenddalalala a a dalam pelayanan

kek sehatan n ddadan n n mamm kanan yang llayakkk bbbagagagi i nananarrapidana yaiiitututu kurangnya 

tetetenananagagaga meddisiss (((dododokter umum 1 orang dan nn dodod kterr gggigigigiii 111 orang)g)), , , tenaga 

prprprammedededis yang hanya berjumlah 6 orang, tenaga adada mimiinininistststrararasisisi 1 oorararang, 

seseehhingga dalam melayani narapidana ketika merekaaa ddatatananang g g beberor babaat 

kurang terlayani dengan baik.

3.. Tirsa D.G Ticoalu, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulllangi i (T(Tahhhununun 

2013) dengan judul "Perlindungan Hukum Pada Narapiddaanan WWWanitaa a 

Hamil di LLLememembababagagaga PPPemee asyarakataan"nn .. RuRuRumumumusasas n masalah yaaangngng diangggkakakattt 

adalah bagaimana sistem ppperlrlrlakakakuan dan bentuk perlindungan terhhhadadadapapap 

narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakattananan mmmenennururu ut 

kkekettete tntntuauan n yayayangngng bbere lal kukuku,,, dadadan n n hahahakkk yayangng dddimimimilililikikikiininyaya pp dadada sasaaatatat bbbeerada 

dada alam m m lelelembaga pemasyyyarara akatannn dddi Indonesia. HHHasasasilil pppenelelelitititiaiaian tersebut 

atau kesimpulannya aaaddalah berkkkaitan dengan perlindungan terhadap 

hak-hak bagi narapidannnaa wanitata ddi dalam Lembaga Pemasyarakatan di 

Lembaga Pemasyarakatananan KKKota Manado, belum ada sarana dan 

prasarana yang mendukungg peluang perlindungan hak-haknya seperti
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ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan 

yang sedang hamil serta tuntunan konseling.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini 

dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hak 

narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan 

atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berbeda 

dengan ketiga penelitian di atas dapat dilihat bahwa peneliti juga membahas 

mengenai hak anak, anak telah mempunyai hak sejak dalam kandungan 

ibunya, sehingga narapidana wanita yang hamil dalam Lembaga 

Pemasyarakatan berhak mendapatkana makanan bergizi, bukan hanya untuk 

kepentingan ibunya tapi agar anak yang berada dalam kandungan narapidana 

wanita tersebut dapat tumbuh dengan baik, apabila narapidana wanita yang 

sedang hamil melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka hak anak 

tersebut harus dipenuhi khususnya hak untuk mendapatkan makanan yang 

bergizi. 

F.  Batasan Konsep

Batasan Konsep yang dipergunakan adalah 

1. Hak menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepentingan yang 

dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau 

kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.15

2. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 

                                                
15 Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit.

Berbeda dededengn an ketiga hasil penelitian di i atatatasaa , penelitian penulis ini 

dimakssudududkakan untuk meengngngetetetahahhuiuii dddananan mmmememperoleh dadaatatata mengenai hak 

naaarrarapidana wannnititita a yayayannng seddang hah imill se trta a a hahahak k k anananaaak sejak dallammm kandungan 

atas mmmakakakanananaaan bererrgigigizizizi di Lembaga Pemasyarrakakakatatan. PePePenenenelililititit ana  inini bbberbeda 

dededengngngananan kketettigigiga penelitian di atas dapat dilihat bahwa penenenele ititiii jujujugagaga mmmemmbababahas

mememenggenenenai hak anak, anak telah mempunyai hak sejak dddalala amamm kkkananandudungngananan 

ibibununnya, sehingga narapidana wanita yang hamil dalaaam LeLeLembmbmbaga a

PePeemasyarakatan berhak mendapatkana makanan bergizi, bukan hahh nynyaa untututukkk 

kkkepentingan ibunya tapi agar anak yang berada dalam kandungannn nan raapipipiddad naa 

wawawanita tersebut t dadadapapapattt tututumbmbm uh dengan bababaikikik, apapapabababililila a narapidana wwwaaanita yaaangngng 

sedang hamil melahirkan di dalalalaamam LLLembaga Pemasyarakatan, maka hak k k anananakakak 

tetetersr ebut harus dipenuhi khususnya hak untuk mendapatkan maaakakakananaan nn yayayang 

beb rgiiziziii. 

F.  BaBaBatatat sas n n KoKoKonnnsep

Batasan Konsep yang dipergggunakan adadaalah 

1. Hak menurut Sudiknnnoo Mertrtoookusumo, adalah kepentingan yang 

dilindungi oleh hukum, kkkeppenenntingan adalah tuntutan perorangan atau 

kelompok yang diharapkan uuntuk dipenuhi 15
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Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana 

adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk 

bertobat.16

3. Hak Narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan 

kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga Pemasyarakatan. Hak narapidana pada umumnya adalah 

narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang 

diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup 

mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya, 

sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus 

dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti 

telah diatur dalam Undang-Undang.

4. Wanita adalah perempuan dewasa: kaum, kaum putri (dewasa).17

5. Hamil adalah mengandung, bunting; mengandung anak dalam perut; 

bunting. 18 Wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia di 

dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin

(sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya 

disebut primigravida atau gravida 1: seorang wanita yang belum pernah 

hamil dikenal sebagai gravida 0.19

6. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

                                                
16 Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H., dan Pandapotan Simorangkir, S.H. Lembaga Pemasyarakatan Dalam 
Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 44.
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm. 1556.
18 Ibid, hlm. 163.
19 Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan, 20 Maret 2014, pukul 15.55.

adalah orang tersesasasatt t yyang memmpupupunynynyai waktu dan kesempatan untuk 

bertobat.16

3. Haaakkk Narapidana adadaalalal h h h wewewewewewenananangngg mmenurut hukkuum mm yang diberikan 

kek pada tererrpipipiddadananan  yang menjjallaniii pipipidadadananana hilang kemememerdekaan di 

LeLeLembmbmbagagaga PePeemmmasyarakatan. Hak narapipipidadadanan  padadada a a umumumumnyya a a adalah 

nananaraapipipidddana berhak untuk tidak diperlakukan sebbbagagagaia ooraraangngng sssaaka it yyyang

dididiaasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebabab gagaii bebebekakak l l hihiduduuppp

mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakaattatan nananantntntiini ya, , 

sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yyyangg harururusss 

dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakaaatat n seseseperttti i

telah diaturrr dddalalalamamam UUUndndn ang-Undanggg...

4. Wanita adalah perempuan n dedd wawawasa: kaum, kaum putri (dewasa).17

5.5.5. Hamil adalah mengandung, bunting; mengandung anak dddalalalamamm pperererut; 

bbubu tntntiining.g. 181818 WaWaWaninita hhhamamamililil aaadadadalalalahhh grgravavvidididaaa, seseddadangngkkakann mamamanununusisisia di 

dada alamnmnmnyyya disebut embrbrrioioi (minngggggu-minggu awaaal)l)l) ddan kkemememudududian janin

(sampai kelahiran). Seeeoorang waniniita yang hamil untuk pertama kalinya

disebut primigravida attauaua  gravididdaaa 1: seorang wanita yang belum pernah 

hamil dikenal sebagai gravvvida a 000.19

6 Pengertian anak menurut Pasa al 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.

7. Kandungan adalah kantong peranakan di dalam perut wanita, janin yang 

masih di dalam perut wanita.20

8. Makanan Bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, 

lemak, protein, mineral, dan vitamin, dalam jumlah yang seimbang 

sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan 

yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu.

Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga 

cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan 

makanan yang mudah dicerna.

9. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya 

disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.21

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif 

yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan 

bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum 

                                                
20 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, h;lm. 617.
21 Ibid.

kandungan.

7. Kandungagagann n aadalah kantong peranakan di dalalam mm perut wanita, janin yang 

maaasisisihh di dalam perutt wwwanananititita.a.a 2020

8... MaM kanan BeBeBergrgrgizizziii adalahh makkanan yangngng cccukukukupupup mengandung g g kak rbohidrat, 

lelelemamamak,k,k, pproteteininin, mineral, dan vitamin, dddalalalama  jumumumlalalah h h yay ng sseieie mbang 

sesesesuuaiaii dddengan kebutuhan. Makanan yang berkecukukukupapan n adadadalalalahahah mmakkkaana an 

yayayang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan nn kokondnddisisisiii tetertrtenentutuu.

Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu dipeeerhaatititikakakan n n juj gaa 

cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikannn, daann bab hahahannn 

makanan yang mudah dicerna.

99.9. Lembaga PePePemamamasysysyarararakakakatan menurututut PPPasasasalalal 111 aangka 3 Undddananang-Undaaangngng 

Nomor 12 Tahun 1995 LeLL mbmbmbaga Pemasyarakatan yang selanjujujutntntnyyay  

disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pppememmbibbinananaan 

NNaNarara ipipiddadananana dddananan AAAnak kk DiDiDidididik k k PePePemamamasysyarrakakkatatatananan..212121

G. MeMeMetotodde PPenenenelelelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dddala am ppenennulisan hukum ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu pepepenellitititian yang berfokus pada hukum positif 

yang berupa peraturan perundn ang-undangan Penelitian ini memerlukan
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normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan hak narapidana wanita 

yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan 

bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. 

Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

amandemen keempat Pasal 27 ayat (1) perihal warga negara sama 

kedudukannya dalam hukum dan pemerintah.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. Tambahan Lembaran Negara RI 

Tahun 1979 Nomor 3143. Pasal 1 angka 2 perihal pengertian 

anak.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran negara RI Tahun 

1995 Nomor 3614. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian 

Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 2 perihal pengertian Sistem 

Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3 perihal pengertian Lembaga 

yang sedang hamil sesesertrtrta hah k anakakk sssejejejaka  dalam kandungan atas makanan

bergizi dii LLLemembaga Pemasyarakatan.

2. Suuummbmber Data

Dataa yyyananang g g dddigunakak n dad lal m peneneeliliitititiananan hhhuku um normaaatitit f ini adalah 

dadadatatata ssseekekundedeerrr yaitu data yang diperolelelehh h dad ri bbbahahahananan---bab han pupup staka. 

AdAdA apappununun data sekunder meliputi:

a.a.a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dddiperrrolololeheheh dari i

peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lainnn:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Taaahhun 1191 4555 

amandededemememennn kekekeememempat Pasal 2777 aaayayayattt (1(1(1))) pepeperihal warga nenenegara samamamaaa 

kedudukannya dalammm hhhukukkuuum dan pemerintah.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 TaTaTahuhuhun n n 19191979 

ttete tntntananang g g KeKeKesesejajahththterereraaaaaan n n AnAnAnakakak. TaTambmbmbahahahananan LLLemembbabararan NeNeNegagagararra RI 

TaTaTahuhuhun 1979 Nommmoroo  3143.3.. Pasal 1 angkakaka 222 ppperihihalalal pengertian 

anak.

3) Undang-Undang RRRepublik k Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakkkaata ann.. Tambahan Lembaran negara RI Tahun 

1995 Nomor 3614 Pasal 1 angka 1 perihal pengertian
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Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6 perihal pengertian terpidana, 

Pasal 1 angka 7 perihal pengertian narapidana, Pasal 14 ayat (1) 

perihal hak-hak narapidana.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 

Nomor 165. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian Hak Asasi Manusia, 

Pasal 1 angka 5 perihal pengertian anak.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 

2002 Nomor 109. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian anak, Pasal 

45 perihal orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga 

anak sejak dalam kandungan.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3846. Pasal 14 

perihal narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, Pasal 19 ayat (1) 

perihal narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman

sesuai jumlah kalori, Pasal 20 ayat (1) perihal narapidana dan anak 

didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak 

mendapatkan makanan tambahan.

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang 

perihal hak-haakk k nnanarapidana.

4) Undadaanngng-Undang Republik Indonesia a NoNN mor 39 Tahun 1999

tentang Hak AsAssaasasi i i MaMaManununusisisia.a.a LLLemembaran Negagararara RI Tahun 1999 

Nomomoorr r 1616165.5.5. Pasall 11 angkak 11 perihihhalalal pppenenenggegertian Hak AsAsAsasi Manusia, 

PaPaPasal 11 ananangkgkgka 5 perihal pengertian anananak.k.k

5)) UnUnUndang-Undang Republik Indonesia Nomomomor r 232323 TTTahahahunuu 222002

tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran NNNegegarararaa a RIRIR TTahhununun 

2002 Nomor 109. Pasal 1 angka 1 perihal pengertiaaan aanananak,k,k, PPPasall 

45 perihal orang tua dan keluarga bertanggung jawwwab memenjagagagaaa 

anak sejak dalam kandungan.

6) Peratuuurararannn PePePemememerirr ntah Nomorr 333222 TaTaTahuhuhunn n 1999 tentanggg SSSyarat dadadannn 

Tata Cara Pelaksanannaaaa n n n Hak Warga Binaan Pemasyarakakakatataann.n  

Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 384848466.6. PaPaPasaaall 14 

pepe iririhahahal l l nnanarar pipidadad nanana dddananan aaananakk didididididik k k PePePemamasysyarar kakakatananan bbbeeerhak 

memememmmperoleh pelayyyanaa an kesesseehatan yang lallayayayak,k,k, PPasalalal 111999 ayat (1) 

perihal narapidannana berhak mmem ndapatkan makanan dan minuman

sesuai jumlah kaloooririr , Pasal l 2220 ayat (1) perihal narapidana dan anak

didik Pemasyarakataanan yyyaaang sakit, hamil atau menyusui berhak 

mendapatkan makanan ttambahan
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Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara Tahun 2009 Nomor 406 mempunyai tujuan khusus yaitu 

menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi untuk 

narapidana.

8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi 

Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Lembaran 

Negara Tahun 1990 Nomor 57. Pasal 24 perihal Pemerintah 

berkewajiban mengatasi penyakit dan menyediakan makanan 

bergizi, Pasal 27 perihal menetapkan gizi baik dan standar hidup 

yang layak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh 

dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang 

diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, 

website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang 

memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang 

hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam 

kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer 

Negara Tahunn 2220000009 9 NoN moor 40404066 mempunyai tujuan khusus yaitu 

menynynyededediakan makanan yang memmenennuhuu i syarat gizi untuk 

narapidana.

8)) Kepuutututusasaann n PrP esididen NNomor 3336 6 6 TaTaTahuhuhunn n 1990 tentat ngngng Konvensi

HaHaHak-haak k k AnAnAnak (Convention on the RRRigigighth s offf ttthehehe CCChihh ld). LeLeLembm aran 

NeNeNegara Tahun 1990 Nomor 57. Pasal 24244 ppererihihhalalal PPPemee errininintah 

berkewajiban mengatasi penyakit dan menyededdiaiakakaan n n mammakakananaan nn

bergizi, Pasal 27 perihal menetapkan gizi baik dan stannndadadar r r hihih dupp

yang layak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahahahannn HuHuHukukukum mm Sekunder adadadalalalahhh pepependndndapapapat hukum yanannggg diperooolelelehhh 

dari bahan pustaka yananng gg memm mberikan petunjuk maupun penjeeelalalasasasann n

mengenai bahan hukum primer yang merupakan hhukukukumumm yyyaaang 

dididipeperoroleleleh hh dadada iriri bukukkuuu---bububukukuku (((lililiteteteraratuur)r)), , jujujurnrnrnalalal,, ttete isisis, aarrtikikelell/m/m/makakakalah, 

weweebsbsbsititite, maupun ppependapatatt para ahli dddananan narasasumumumbbber yang 

memberikan pendappapat yang beere kaitan dengan permasalahan tentang 

hak narapidana wanitttaa yang sseededang hamil serta hak anak sejak dalam 

kandungan atas makanaaan n beerrrgizi di Lembaga Pemasyarakatan.

c Bahan Hukum Tersier
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dan sekunder.

3. Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data 

sekunder yang meliputi :

Bahan Hukum Primer 

Deskripsi dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. 

Secara vertikal yaitu mengurutkan peraturan yang tertinggi ke peraturan 

yang lebih rendah. Secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 27 ayat 1 bahwa semua warganegara sama kedudukannya dalam 

hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 

14 ayat (1) huruf d bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan makanan yang layak. Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan Pasal 19 ayat (1) bahwa setiap narapidana 

berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah 

kalori yang memenuhi syarat kesehatan, secara vertikal telah ada 

sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip 

penalaran hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua 

aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang 

lebih rendah. Sistematisasi secara horizontal terdapat antinomi atau 

konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Langkah-langggkakakahh h melakuk kakan nn anana alisis yang bersumber dari data 

sekunder yyyaanang meliputi :

Baaahahahan Hukum Primererr 

Deskkririripspspsiii diddilakukak n siistematisi asassii i sesesecacacararara vertikal dadaann n horizontal.

SeSeSecacacararara vvertiikakakalll yaitu mengurutkan peratuurararan n n yanggg tttererrtititingngnggi ke pepeperaturan

yayayangg llleeebih rendah. Secara vertikal dalam Undanggg--UnUndadadangngng DDDasaa ar 111945

PaPaPasal 27 ayat 1 bahwa semua warganegara sama kedduududukukananannynynya a dadalaammm 

hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegarrraa a beeerhrhrhakakak atas s

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kkekemaanunusiaaaann. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraaakkatan n PPPasaaal l 

14 ayat (((1)1)1) hhhurururufufuf ddd bbbahwa narapidddanananaaa bebeberhrhrhakaka  mendapatkananan pelayannnananan 

kesehatan dan makanan yayayangngg lllayak. Peraturan Pemerintah Nommororor 333222 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HaHaHak k k WaWaWarrrga

BiBiBinanaanan PPPemememasasasyayarakakatatatannn PaPaPasasasalll 191919 aayay t t (1(1(1) ) ) bababahhwhwaa sese ititiap nnnarararapapapiiidana

bebe hrhakakak mmmendapatkan mmmaka anann ddan minuman sssesesesuau ii ededengngngan jumlah 

kalori yang memenuhhhi syarat kkkesehatan, secara vertikal telah ada 

sinkronisasi. Prinsip peeennalaran n hhhukum yang digunakan adalah prinsip

penalaran hukum subsummmsi, yyyaitu adanya hubungan logis antara dua 

aturan dalam hubungan aturraan yang lebih tinggi dengan peraturan yang
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Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, maka prinsip 

penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran non 

kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban 

dikaitkan dengan siuasi yang sama. Asas hukum yaitu asal Lex Specialis 

Derogate Legi Generalis, artinya peraturan perundang-undangan yang 

bersifat khusus menyisihkan peraturan perundang-undangan yang 

bersifat umum. Dalam menggunakan asas ini tingkatan kedua peraturan 

perundang-undangan ini harus sama. Maka dari itu ditemukan aturan 

hukum yang berlaku sebagai dasar hukum apabila menyangkut 

permasalahan tentang anak, maka peraturan yang berlaku adalah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara 

gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian 

kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara 

sistematis yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu 

ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis 

dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Selanjutnya adalah 

menilai hukum positif sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang 

terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait 

mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak 

sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga 

penalaran hukum yayayanng digunnakakakananan adalah prinsip penalaran non

kontradiksksksii,i, yyaitu tidak boleh menyatakan adadda aa titt daknya suatu kewajiban 

dikakakaititkak n dengan siuuasasasii yayayangngn sssamamama.a.a AAAsasas s hukum yaaiitututu asal Lex Specialis

DeD rogag te LLLegegegi i i GGGeneralilis, artitinya peerararatututuraraan n n ppperundang-unnndadd ngan yang 

bebebersrsrsifififatatat khuhuusususus menyisihkan peraturan nn pepp rundndndanananggg---ununu danggananan yang 

bebeberssififfatatat umum. Dalam menggunakan asas ini tinggkakak tatan n kekekedududuaaa pepp raatututuran

pepeperundang-undangan ini harus sama. Maka dari itu didid tet mumumukakakann ataturraaan 

hukum yang berlaku sebagai dasar hukum apabilaaa mmenenenyayayangngn kut t

permasalahan tentang anak, maka peraturan yang berrllal kuu aadalalalahhh 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlinduunungan n AAAnakkk 

Tambahan LLLememembababarararann n NeN gara RI Taahuhuhunn n 202020020202 NNNomor 109.

Dalam penelitian iiininn dddilakukan interpretasi hukum sesesecacacarrar  

gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum aatatatauu u sesesebababagigigian 

kkakalililimamatt t mememenununururut babahahahasasasa sssehehehararariii-hahariri aaatatatau u u bbabahhahasasa hhh kukumumm,,, sessecara 

sisistememmatatatiisis yaitu titik tttolo ak ddaaari sistem aturararannn mengnggararartititikkkan suatu 

ketentuan hukum secaaarra vertikal l dan horizontal. Interpretasi teleologis 

dasar teori bertitik tolakkk ppada tuujujuuan terhadap norma. Selanjutnya adalah 

menilai hukum positif sehihinnngga dapat diketahui nilai-nilai yang 

terkandung dalam peraturana -peraturan hukum positif yang terkait
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Pemasyarakatan, yaitu nilai kepentingan yang terbaik untuk narapidana 

wanita yang sedang hamil serta anak sejak dalam kandungan.

4. Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang 

terdapat dalam sumber hukum primer, yaitu bahwa anak memiliki hak 

sejak dalam kandungan. Walaupun dalam kenyataannya hukum positif 

sering kali tidak ditaati, faktanya masih banyak anak-anak yang tidak 

mendapatkan hak nya sebagaimana mestinya. Kemudian dengan 

membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan 

antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku,

jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli, 

sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai 

dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memperoleh data 

mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak 

sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga 

Pemasyarakatan.

5. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu cara 

berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum, kemudian 

ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini 

pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang berkaitan dengan hak narapidanan wanita yang 

sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan 

bergizi di Lembaga Pemasyarakatan, ke hal-hal yang khusus berupa hak 

4. Menilai hukum popoposisisitititifff yaitu deded ngngnganaa  mencari nilai-nilai ideal yang 

terdapat dddalalalama  sumber hukum primer, yaittu u bababahwa anak memiliki hak 

sejajajakkk dad lam kandungagagan.n.. WWWalallauauaupupupunn n dadad lalam kenyataaaannnnnnyay  hukum positif 

seringg kalli i i titit dadadak k k ditaattii, ffakktanya maaassisih h h bababanynynyak anak-anakakak yang tidak 

mememendndndapapapatkaan n n hhahak nya sebagaimana mememests inyaaa.. KeKeKemmmudiann dengan

memm mbmbbaaandingkan antara bahan hukum primer r dadan n bababahahahan n n huhuukukk m 

seseekkunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasiii ata auauu pppeererbebedadaananan 

antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengaaan bbukukukuuu---bubub ku,,

jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapatt t paarara ahlhlhliii, 

sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jjjeelas ssseeesuaaai i

dengan tujujjuauauannn pepepenenenelililitian ini yaituuu mmmenenengegegetatatahuhh i dan memppperereroleh dddatatataaa 

mengenai hak narapidanaaa wawawannnita yang sedang hamil serta hak anananaakak 

sejak dalam kandungan atas makanan bergizi ddiii LeLeLembmbmbaaaga 

PPePemamasysyararakakakatatatananan..

555. PePenenelililitititiaaan ini menggunakakakan pennalalalaran hukum secccararara a ded duduktktktififif, yaitu cara 

berpikir yang berangkaaat t dari suatutuu pengetahuan yang umum, kemudian 

ditarik kesimpulan padaa a suatu fafakkkta yang bersifat khusus. Dalam hal ini 

pengetahuan yang umum m yay itittuuu berupa peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang berkaitatat n dengan hak narapidanan wanita yang
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narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam 

kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Penulisan Hukum terdiri atas tiga BAB yang terdiri dari 

BAB I yang berisi pendahuluan, BAB II yang berisi pembahasan dan BAB 

III yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi pendahuluan ini, terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

BAB II berisi tentang :

A. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana Wanita yang 

sedang Hamil: Pengertian tentang Hak, Pengertian 

tentang Narapidana, Pengertian tentang Hak Narapidana, 

dan Pengertian tentang Wanita Hamil.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Anak sejak dalam Kandungan 

atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan yang 

meliputi : Pengertian tentang Anak, dibahas secara khusus 

Anak sejak dalam Kandungan, Pengertian tentang Makanan 

Bergizi, Pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan.

C. Hasil penelitian Hak Narapidana Wanita yang sedang Hamil 

H. Sistematika PePePennunulisan Hukum

Sistststemematika Penulisaan nn HuHuHukukukum m m teteterdrdr irirri ii ata as tiga BAAB BB yang terdiri dari 

BABAAB B I yay ng bererrisisi ii i pepependn ahhulluan, BBABAB IIIII yayay ngngn bbberererisi i pep mbahhasssanaa  dan BAB 

III yayaangngng bbberereriisisi keesisisimmmpulan dan saran.

BABABABB B III PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi pendahuluan ini, tttererdidiririri dddarari i lalatataar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelilil tiannn,,, mamamannfn aatt 

penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BBBAB II PEMBAHASAN

BAABB B IIIIII bbberererisisisiii tet ntang :

A. Tinjauan Umumumum m m tttentang Hak Narapidana Wanita yayayannng 

sedang Hamil: Pengertian tentang Hak,, PPePengngngererrtititian 

tetetentntntana g g NaNaNarararapipipidadadananana, , PPePengngerertititiananan tttenene ttatangng HHH kakak NNarararapapapidididana, 

dan Pengerrtititian tentataannng Wanita Hamimimilll.

B. Tinjauan UUUmum m tentannang Hak Anak sejak dalam Kandungan 

atas Makannnana  Berrgigigizi di Lembaga Pemasyarakatan yang

meliputi : Pennngeg rtrttiiian tentang Anak, dibahas secara khusus

Anak sejak dalamam Kandungan Pengertian tentang Makanan
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serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan atas Makanan 

Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan tentang penulisan skripsi ini. Di samping itu 

penulis akan menyampaikan saran-saran yang merupakan 

sumbangan penelitian dari penulis terhadap masalah-masalah 

mengenai "Hak Narapidana Wanita yang sedang Hamil serta 

Hak Anak Sejak dalam Kandungan atas Makanan Bergizi di 

Lembaga Pemasyarakatan".

BAB III PENUTUP

Baaabb b ini berisi kesimpulan yang mererrupupupakan jawaban terhadap

permasalahann ttenenentatatangngg pppenenenulullisisi anan skripsi iininini.. Di samping itu 

peenununuliliiss s aka an menyampaikakak n n n sasasarararannn--saran yangg merupakan 

sumbmbanananggan penelitian dari penuulililis s s terhadadadapapap mmmasa alahh--mamm salah 

mengenai "Hak Narapidana Wanita yanggg ssedddanannggg HaHaHamimm l sses rta

Hak Anak Sejak dalam Kandungan atas Makakkanananann BBBeerergigiziz dddi 

Lembaga Pemasyarakatan".


